BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMORZ8 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun

1.

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak
mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah
melaksanakan pengeluaran setinggi - tingginya sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya wuntuk membiayai
keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan
peraturan kepala daerah tentang APBD;

. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November

Tahun 2013 DPRD Kabupaten Bengkalis belum memberi
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Riau
guna melaksanakan pengeluaran setinggi - tingginya
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2014; ‘

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)

b




.i»?tUndang—Undang Nomor 7 28 Tahun 1999 tentang =
 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan- Bebas dari Korupsi, .

" Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia =~
~Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara“ .
“Republlk Indonesm Nomor 3851) TR S -

.‘,‘Undang-Undang Nomor 17. Tahun 2003 tentang Keuangan SRR e
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 .-
- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a~ ~
j_Nomor 4286), R .

. Undang-Undang Nomor 1 | Tahun 2004 tentang
- Perbendaharaan = Negara (Lembaran  Negara ' Republik -~

" Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lernbaran Negara SR
Repubhk Indone31a Nomor 4355), ‘ :

.“::Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaanl.'

- Pengelolaan dan Tanggung]awab Keuangan Negara (Lembaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan i

;Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4400), :

. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstemf ,
' Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran' L

'1‘,“-fNegara Repubhk Indonesia -~ Tahun 2004 Nomor 104

;':._Lembaran Negara Repubhk Indonema Nornor 442 1);-

. Undang- Undang ~ Nomor - 32 Tahun 2004 tentang"
“Pemerintahan: Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
“Tahun 2004 Nomor - 125, Tambahan Lembaran Negara .
el Repubhk Indones1a Nomor 4437), sebagalmana telah diubah

" beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 .
. Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan - Daerah
{»»(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, -
- Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomor- gl
*.4844) : o ,

: Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan o ;
Keuangan “antara Pemermtah Pusat dan  Pemerintahan . -

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

S ,Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm L f»"_
Nomor 4438), g : ,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah T
- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indone51a A
. Tahun 2009 Nomor 139, ~Tambahan' Lembaran Negara =

. , Repubhk Indones1a Nomor 4438)

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. s

“f{,,ijernbentukan Peraturan - Perundang -undangan (Lembaran Lo
" Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

i "Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5234),




12

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang o

. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

 DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia:
Nomor 4416) sebagalmana telah diubah ‘dengan Peraturan

: Pemermtah Nomor. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
‘Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler ~ dan - Keuangan leplnan dan Anggota: DPRD -

’(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2005 Nomor 94,

13,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor

4540);

Peraturan Pemerlntah Nornor 23 Tahun 2005 tentang ‘

,Pengelolaan Keuangan. Badan Layanan ‘Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia ’I‘ahun 2005 Nomor 48, Tambahan

. 14.

: Lembaran Negara Repunbhk Indonema Nomor 4502)

Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar_ 7

Akuntans1 “Pemerintahan (Lembaran ‘Negara Republik
S Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
S Negara Repunbhk Indonesm Nomor 4503) ‘ :

15,

Peraturan Pemermtah <Nomor * 54 Tahun 2005 tentang

. ' Pinjaman - Daerah (Lembaran Negara Republik ~ Indonesia
~Tahun - 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara'

e

Repunbhk Indonesm Nomor 4574),

Peraturan Pemermtah ‘Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

£ Perlmbangan ; (Lembaran - Negara - Repubhk Indonesia

Tahun 2005  Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara

L Repunbhk Indonesm Nomor 4575)

' 17 Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem ; g

" Informasi - Keuangan Daerah . (Lembaran Negara Republik

- 'Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran‘
i Negara Repubhk Indones1a Nomor 4576), (2
18. N
. (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia Tahun 2005 Nomor =~

Peraturan Pemermtah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

139, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomor 8

4s577); -

10, G
Sl Pengelolaan Keuangan ‘Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Peraturan Pernerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Indonesm Tahun - 2005 ‘Nomor 140; Tambahan Lernbaran

. S Negara Repubhk Indonesm Nomor 4578), |
20.

Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang“*

- Pedoman - Penyusunan ‘dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara“ Republik. Indonesia Tahun 2005

- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a

2L

'Nomor 4585);

'Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan. Pengawasan Penyelenggaraan
" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm
e Tahun 2005 Nomor 165),




& Me’iﬁe'tapk’a/nf :

4

‘v‘2k2'.vPeraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 te'n‘Acan’gf ‘
" .- Pelaporan. Keuangan dan Kinerja Instan31 A Pemerintah
' (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

y Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomorj"
- 4614); tee : SO

| . 23 Peraturan Pemerlntah Nornor 38 Tahun 2007 tentang
~ Pembagian  Urusan.  Pemerintahan antara Pemerintah, =
Pemermtahan Daerah " Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

~Kabupaten/Kota (Lembaran. Negara . Republik Indonesia
~Tahun 2007 Nomor. 82, Tambahaniy Lembaran Negara

e Republik Indonesui Nomor 4737)

- 24.Peraturan Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata~
~ . Cara Pemberian dan’ Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak.

»_ Dsaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran' ‘
*Negara Repubhk Indones1a Nomor 5161) = :

k \2‘5._Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 13 Tahun 2006"'

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana :
- telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

T Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang <

: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 26. Peraturan Menterl Dalam - Negerl Nomor 27 Tahun 2013_ S .

tentang Pedoman . Penyusunan Anggaran Pendapatan dan-

Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 14; L ; : o
"'27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun

2008 tentang Penyelenggaaan Urusan Pemermtahan Daerah :
Kabupaten Bengkalis (Lembaran D\‘aue»rﬁah_ : Kabupaten -

= ‘Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07); -

28 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun =
2009 tentang Pokok-Pokok - Pengelolaan Keuangan .Daerah’ -~

. (Lembaran: Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 |
~_‘Nomor03) s D S A e

E MEMUTUSKAN

-PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ANGGARAN} : e
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS U
‘TAHUN ANGGARAN 2014 5 S

Pasal 1

' ) ‘Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2014 -
~ sebaga1 ber1kut , = R

R Pendapat‘an‘ Daeraih‘A 3 R Rp, 3.525.111.1382.219,00'47‘

 2.BelanjaDaerah . Rp. 4.670.111.382.219,00

 Surplus/Defisit .~ (Rp. 1.145.000.000.000,00)



3 Pemblayaan Daerah

' a Penerimaan Rp 1 150 000.000. 000,00

e b. Pengeluaran " e EEa S Rp.  5.000. OOO 000,00
Pemblayaan Netto B Rp 1 145 000.000. OOO 00 .~

Slsa Leblh Pemb1ayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0, OO .

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1,
terd1r1 dari: . ; .

o : a. Pendapatan Ash Daerah sejumlah Rp 281 446 579 400 00
b Dana Perlmbangan sejumlah Rp 3 055 900 091.819,00

“¢. Lain-lain - pendapatan ~daerah yang sah‘ 'sejumlah . ‘

Rp 187 764 711 OOO OO

(2) Pendapatan Asll Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
' huruf a, terd1r1 dar1 _]enls pendapatan ;

a.

b,

Pajak Daerah sejurnlah Rp 46 260 555 400 OO

"Retrlbus1 Daerah sejumlah Rp 45 002 924 OOO 00 ~

.‘i-“Hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah yang d1plsahkan“ |
' 'se_]umlah Rp. 30 800 000.000,00 - :

La1n lain- Pendapatan Ash Daerah yang sah sejumlah

-Rp 159 383. 100 OOO OO

(3) Dana perlmbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
e huruf b, terd1r1 dari j Jenls pendapatan : ~

a
b
c

Dana bagi has11 sejumlah Rp.'2.959. 384 033.819,00
Dana aloka31 umum se_]umlah Rp 60.777. 928 OOO OO |
Dana alokas1 khusus sejumlah Rp 35 738 130 OOO OO

e (4) La1n la1n pendapatan daerah yang sah ‘sebagalmana

dlmaksud pada ayat (1) huruf c, terd1r1 dar1 _]CI‘llS pendapatan

. Hibah sejumlah Rp O OO
. l; Dana darurat se_]umlah Rp. 0 OO ‘ o o
: Dana. Bagl Hasﬂ Pa_]ak sejumlah Rp 50 OOO OOO OOO OO

Dana Penyesualan ‘dan Otonomi Khusus Se_]umlah
Rp 137764 711. 000,00 . S o

Bantuan keuangan dar1 prov1n31 atau dar1 pemerlntah’ D

. daerah lalnnya sejumlah Rp 0, OO




: ' Paéai 3

(1) BelanJa Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1,

terd1r1 dari: - v

a. BelanJa Tidak V '.Larigsung ’ 's'ejunilah.r -

- Rp. 1 469. 989 606. 320 22 :
b Belanja Langsung sejumlah Rp 3 200 121 775 898 78

(2) BelanJa Tldak Langsung sebagalmana dlmaksud pada' S
AR ayat(l) hurufa terdm dar1 jenis belanja S :

. Belanja pegawa1 se_]umlah Rp 944 154 682 190 OO '
; Belanja bunga sejumlah Rp O 00 ' 4

o op

. Belanja sub31d1 sejumlah Rp 11. 426 180 OOO 00
.Belan_]a hlbah se_]umlah Rp 108. 506 174 600 OO o
Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 5 446 338 OOO 00

BelanJa bag1 has11 sejumlah Rp 0, OO o ’

Tiem

" Rp. 395.419.379.000,00 - -
o h Belan_]a tldak terduga sejumlah Rp 5 036 852 530 22

(3) Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (l)i

_.huruf b terd1r1 dar1 _]enls belanJa

. a. Belanja pegawal sejumlah Rp 167 026 604 979 00

- b BelanJa belanja barang da’ Jasa sejumlah S

Rp 878. 971 461. 912 76 ;
' c BelanJa modal sejumlah Rp 2. 154 123 709 007, 02

Pasal4

(1) Pemblayaan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 S

terdlrl dar1
a. Penerlmaan seJumlah Rp 1 150. OOO OOO OOO OO
b Pengeluaran sejumlah Rp - S OOO 000. OOO 00

(2) Penerlmaan sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) huruf a,
- terdiri dar1 Jems pemblayaan ; . : :

. »a._Slsa Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) se_]umlah Rp. 650. 000. OOO OOO OO

‘b.Pencairan dana - cadangan sejumlah‘

-~ Rp. 500. 000.000.000,00 -

¢ Hasil penjualan kekayaan daerah yang, dlplsahkaniff- "

"sejumlah Rp o, OO

' d Penerlmaan panaman daerah sejumlah Rp 0, OO

e. Penerlmaan kembah pemberlan plnjaman sejumlah

| ‘,",Rp 0,00

g Belanja ~ bantuan- keuangan ; : sejlimlah S5




: o "*f.‘ Penerimaan p1Utang daerah sejumlah Rp 0 OO

(3) Pengeluaran sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b
ﬂterdlrl dar1 Jenls pemblayaan

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp O 00

g b. penyertaan ‘ modal (1nvesta51) emerlntah daerah
sejumlah Rp S. 000 OOO 000,00 -

e pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0, OO
’d pemberlan pmjaman daerah sejumlah Rp O OO

Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat keadaan darurat dalam pelaksanaanl

-~ APBD, ‘Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

 yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun

- Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

“ayat (1) yang selanjutnya dlsampalkan dalam laporan
reahsas1 anggaran

(2)4-' Krlterla untuk keadaan darurat sebagalmana dlmaksud
e ‘pada - ‘ayat (1) sekurang-kurangnya mernenuh1 kr1ter1a
sebaga1 berlkut

‘a;; Bukan merupakan keglatan normal dar1 aktlﬁtas
e pemermtah daerah dan tldak dapat d1pred1ks1kan‘
- sebelumnya;

b Tldak d1harapkan terJad1 secara berulang,

c. Berada d1luar kendah dan pengaruh pemerlntah
~ daerah;’

d Memiliki dampak yang s1gn1ﬁkan terhadap anggaran-
dalam -rangka pemuhhan yang dlsebabkan oleh
keadaan darurat; dan

e_; ; Merupakan belanJa untuk keperluan mendesak

o (3) Krlterla belanja untuk keperluan mendesak sebagalmana
S .dlmaksud pada ayat (2) hurufe mencakup

a Prograrn dan keglatan pelayanan dasar masyarakat
S yang - anggarannya “belum tersedla dalam tahun
o anggaran berJalan dan

b. Keperluan mendesak lamnya yang apablla dltunda
akan  menimbulan ‘kerugian yang leblh besar bagl
' pemermtah daerah dan masyarakat
Pasal 6

‘ Uralan leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal . 1, tercantum  dalam

Lampiran yang merupakan baglan yang tldak terplsahkan dar1

- Peraturan Bupat1 ini, terd1r1 dari:

o 1. Lamp1ran I Rlngkasan APBD




o f2.~Larﬁpiran'II Rlngkasan ‘ APBD menurut ‘ urusan
: : b pemermtahan daerah dan orgamsam SKPD

R Larn_'pira\n',_III Pen_]abaran _ APBD | Menurut Urusan
e _ »-‘;Pemerlntahan : _Daerah, - Organisasi;

. Pendapatan, BelanJa Program dan Kegiatan:
o serta Pemblayaan - yang - d1r1nc1 menurut -
;kelompok Jems objek dan r1nc1an ob_]ek T

S %‘,Lampiraher Rekap1tulas1 e Belan_]a i‘ Menurut Urusan ;
, < _;Pemerlntahan Daerah Orgamsas1 Program ,
A dan Keglatan - : ‘

5. Lampiran V ,,Rekap1tulas1 BelanJa - Daerah UntUk

- Keselarasan “dan Keterpaduan  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam N
"‘Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara -

~‘~6‘,'La"r'npirabri VI Daftar Jumlah" Pegawal Per Golongan dan
: IPer Jabatan ' :

o 7 Larnp1ran VIl Daftar Plutang Daerah
8." Lamplran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investas1) Daerah

~_9.~Lamp1ran IX Daftar - Perklraan Penambahan : _Dan i
"Pengurangan Aset Tetap Daerah ' o

Ny l’O‘k.LakrnpirankX Daftar perklraan . penarnbahan - dan
I ‘ ;pengurangan aset lain- 1a1n, , : o

i . ‘.;1~1‘.‘Lampir'ar1’XI ‘Daftar Keglatan Keglatan Tahun Anggaran .
.. -Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan

o :~D1anggarkan Kembah dalam Tahun Anggaran o
i, n ‘ 4y

& 112 Lamp1ran XII Daftar Dana Cadangan Daerah

e 13, Lampiran XIII Daftar Pm_]aman Daerah dan Obhga31 Daerah

L _;14 Lamplran XIV Daftar Nama Penerlma, Alamat dan Besaran ik
‘ Alokas1 dan Besaran Hlbah yang D1ter1ma S
dan ' ; : :

- _”15 Lamplran XV Daftar Nama Penerlma Alamat dan Besaran
: ‘ Aloka31 dan Besaran Bantuan 8031a1 yang, <
: D1ter1ma , : :

Pasal 7

- Pelaksanaan APBD yang dltetapkan dalam Peraturan - ini
'ﬂdltuangkan lebih lanjut’ ‘dalam dokumen pelaksanaan
- anggaran’ satuan kerja perangkat daerah sesua1 dengan '

ketentuan perundang undangan S :



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

- Ditetapkan di Bengkalis

W/ H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. RHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 28




